ABSTRAK

Penulisan hukum yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan
Dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan
Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah” ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Pelaku
Usaha di Provinsi Jawa Tengah yang menginginkan usahanya dianggap jelas oleh
Pemerintah. Berdasarkan besarnya potensi kelautan dan perikanan Pemerintah
telah menerbitkan kebijakan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017
Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu Pelaku Usaha
Kelautan dan Perikanan akan menjadi suatu identitas bagi Pelaku Usaha kelautan
dan perikanan.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah apa yang
menjadi latar belakang dibentuknya Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan,
bagaimana prosedur penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, serta
apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam kepemilikan Kartu
Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah
penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai
penelitian deskriptif analitis. Data menggunakan data sekunder, pengumpulan
data sekunder dengan cara studi pustaka, dan wawancara sebagai pelengkap.
Selanjutnya untuk menganalisis penelitian hukum ini, metode yang digunakan
adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil bahwa hal yang menjadi latar
belakang dibentuknya Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah
perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan
pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi
program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan
Perikanan telah mengatur bagaimana prosedur dan mekanisme penerbitan Kartu
Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dan telah berjalan sesuai prosedur. Faktor
pendukung dan penghambat dalam kepemilikan kartu bagi Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jawa Tengah yaitu mewujudkan fungsi dan manfaat yang
merata terhadap pemilik kartu, adanya pemetaan bidang dan sistem satu data
Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan bagi pelaku usaha yaitu diberikannya
beberapa bantuan dan diadakan banyak sosialisasi, usaha yang dianggap jelas oleh
Pemerintah, kurangnya pemahaman mengenai Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan
Perikanan dan sifat serta perilaku Pelaku Usaha yang sulit untuk berkembang.
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